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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, telah disusun
Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Situbondo Kelas
IB Triwulan Ill Tahun 2025 ini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam
perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi
adalah dengan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada
pengguna layanan pengadilan. Survei dilakukan kepada para
pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B
secara elektronik, menggunakan aplikasi SISUPER pada link
http.//esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.

Sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Tim Survei maka disusun
Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan harapan hasil survei ini dapat
membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri
Situbondo Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan
pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk
mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih dari
korupsi.

Demikian Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan
Negeri Situbondo Kelas IB Triwulan Ill Tahun 2025 disusun untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Situbondo, 1 Oktober 2025

Tim Survei
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1.1.

1.2.

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona
Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus
melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan
publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan
Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan
disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter
Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan
penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang
cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk
menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah
birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat
menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Z1 menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih
melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan
dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan

biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti
Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk

mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengaditan Negeri Situbonds Ketas 8
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1.3.

1.4.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti

Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas

wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Landasan Hukum

a)

b)

g

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang
bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan

yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh
penyelenggara pelayanan dengan SDM Pengadilan Negeri Situbondo
Kelas IB.

- Penyiapan Bahan
Menyiapkan sarana prasarana penunjang pelaksanaan survei secara
elektronik, yaitu menyiapkan 1 unit PC, koneksi internet dan browser
untuk mengakses Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada
alamat http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
a. Jumlah Responden adalah 101 orang.

Pengadilan Neger: Sctubondo Relas 78
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b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
Lokasi pengumpulan data/survei terpusat pada Ruang Terpadu
Satu Pintu (PTSP), dilaksanakan pada Bulan Juli sampai dengan
September 2025.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Survey
Pelayanan Elektronik (siSUPER), hasil survei kemudian disajikan dalam

bentuk laporan.
1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali dalam

1 tahun).

Pengadilan Hegeri Sctubondo Relas 78
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2.1,

2.2

2.3,

2.4.

BABII
METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti korupsi (IPAK) ini menggunakan
metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau
lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel

yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan
menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau

kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan
layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan
teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan
sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu
dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian
terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi
dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal

ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Situbondo.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang

diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang
dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi melalui aplikasi Survey
Pelayanan Eketronik (siSUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang

waktu 3 (tiga) bulan dengan responden sebanyak 101 (seratus satu) orang.
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2.5,

2.6.

Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik
statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian
antara 1 — 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4
merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi

yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka
absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi
masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis
perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan

cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang

digunakan dalam penelitian ini.
Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 — 4 yang kemudian dikonversikan ke

angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 — 4 yang artinya mendekati nilai 4
maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSL

Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan
agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.
Adapun alur penyusunan tools untuk Survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat

digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Pengadilan Hegeri Sctubonde Relae 78
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Tabel 1.
Ruang linghkup survei Indeks Presepsi Korupsi
No . Ruang lingkup
1 Manipulasi Peraturan
2 |Penyalahgunaan Jabatan
3 |Menjual Pengaruh
4 Transaksi Biaya
5 Biaya Tambahan
6  |Hadiah
7 Transparansi Biaya
8 Percaloan
9 Perbuatan Curang
10 | Transaksi Rahasia
Tabel 2.
Nilai Persepsi
Nilai Nilai Interval
ilai I 1 Mut Kiner;j
Persepsi Sudi lnieva Konversi IPK - il
1 1.00 - 1.75 25-4375 1 | Tidekbersih dari
korupsi
2 176 — 2.50 43.76 - 62.50 o | Kurangbersih
dari korupsi
3 2.51-3.25 62.51 — 81.25 3 Cllsuptena
dari korupsi
4 3.26 - 4.00 81.26 — 100.00 4 bl
korupsi

Pengadilan Neger: Situbonds Kelas I8
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BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1.  Profil responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari

latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri

Situbondo mayoritas memiliki latar pendidikan S-1, yaitu sebanyak 55

orang (54,46%).

Tabel 3.

Responden Karakteristik Pendidikan

Pendidikan Terakhir Frekuensi fistsentace
(%)
1.SD 1 0,99
2. SLTP / MTS 1 0,99
3.SLTA/ MAN / SMU 32 31,68
4. Diploma 1 0 0,00
5. Diploma 2 0 0,00
6. Diploma 3 3 2,97
7.5-1 55 54,46
8.5-2 7 6,93
9.5-3 2 1,98
Jumlah Data 101 100

Gambar 2.

Grafik Responden Karakteristik Pendidikan Terakhir
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3.1.2. Pekerjaan Responden

70

60

50

40 +

30

20

10

Mayoritas Responden berprofesi sebagai lainnya yaitu sebanyak 70

orang (69,31%), diharapkan keseluruhan responden mengerti dan

memahami objek yang akan ditanyakan dan memberikan penilaian yang

sesubyektif mungkin.

Tabel 4.
Jenis Pekerjaan Responden

Frek : Prosentase
Pekerjaan Trexuensi (%)
1. PNS 9 8,91
2. TNI 0 0,00
3. POLRI 4 3,96
4. Swasta 1 0,99
5. Wirausaha 16 15,84
6. Tenaga Kontrak 1 0,99
7. Lainnya 70 69,31
Jumlah Data 101 100
Gambar 3.
Grafik Responden Karakteristik Pekerjaan
70 69,31
y ® 1. PNS
" = 2. TNI
@ 3. POLRI
w4, Swasta

~16

Jumlah dan Persentase
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3.1.3. Kelompok Usia Responden

Dari hasil analisa data yang terkumpul, menunjukkan bahwa mayoritas

responden berada pada kelompok 29 — 39 tahun yaitu sebanyak 38 orang

(37,6 %).
Tabel 5.
Jenis Umur Responden
, Prosentase
fiviur Frekuensi (%)
1.Umur 18 -28 32 31,7
2.Umur 29 -39 38 37,6
3. Umur40-49 17 16,8
4. Umur 50 - 59 9 8,9
5. Umur 60 - 69 5 5,0
Jumlah Data 101 100
Gambar 4.

Grafik Responden Karakteristik Umur
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3.1.4. Kelompok Jenis Kelamin

Dari hasil analisa data yang terkumpul, menunjukkan bahwa mayoritas

responden berada adalah laki — laki yaitu sebanyak sebanyak 79 orang

(78,22 %).

Tabel 6.
Jenis Kelamin Responden
lenis Kelamin Frekuensi | Prosentase
Laki-Laki 79 78,22
Perempuan 22 21,78
Jumlah Data 101 100
Gambar 5.

Grafik Responden Karakteristik Jenis Kelamin
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3.2.  Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi
Peraturan ini menunjukkan nilai rata-rata 3,911 dengan nilai konversi
sebesar 97,775 dan termasuk pada kategori “Bersih dari Korupsi”. Hal
ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo telah
melaksanakan pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan tanpa adanya

manipulasi peraturan dengan maksud tertentu.

Tabel 7.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB
pada Indikator Manipulasi Peraturan

Prosentase
Jawaban Skor | Frekuensi (%)
Tidak Sesuai Prosedur 1 0 0,00
Jarang Sesuai Prosedur 2 0 0,00
Sering Sesuai Prosedur 3 9 8,91
Selalu Sesuai Prosedur 4 92 91,09
Jumlah Data 101 100,00

Gambar 6.
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB

100
91,09
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3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan nilai rata-rata 3,990 dengan
nilai konversi sebesar 99,75 dan termasuk pada kategori “Bersih dari
Korupsi". Hal ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo
bersih dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyalahgunakan jabatan

dengan tujuan tertentu.

Tabel 8.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B
pada Penyalahgunaan Jabata

Prosentase
Jawaban Skor | Frekuensi (%)
Selalu meminta imbalan 1 1 0,98
Sering meminta imbalan 2 0 0,00
Jarang meminta imbalan 3 1 0,98
Tanpa meminta imbalan 4 100 98,04
Jumlah Data 102 100,00

Gambar 7.
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B
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3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual
Pengaruh ini menunjukkan nilai rata - rata 3,921 dengan nilai konversi
sebesar 98,025 dan termasuk pada kategori “Bersih dari Korupsi'. Hal
ini dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Situbondo bersih
dari adanya upaya menjual pengaruh.

Tabel 9.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B
pada Indikator Menjual Pengaruh

Prosentase
Jawaban Skor | Frekuensi (%)
Selalu 1 0 0,00
Sering 2 0 0,00
Jarang 3 7 6,93
Tidak Ada 4 94 93,07
Jumlah Data 101 100,00
Gambar 8.
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan
_Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B
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3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari  skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Transaksi Biaya dalam hal keterbukaan informasi tentang Biaya/Tarif
layanan ini menunjukkan nilai rata - rata 3.980 dengan nilai konversi
sebesar 99,5 dan termasuk pada kategori “Bersih dari Korupsi”. Hal
ini menunjukkan bahwa pengguna layanan atau pencari keadilan sudah
relatif mudah dalam memperoleh informasi mengenai tarif layanan pada
Pengadilan Negeri Situbondo, baik melalui situs web resmi maupun
melalui petugas layanan.

Tabel 10.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1 B
pada Indikator Transaksi Biaya

Prosentase
Jawaban Skor | Frekuensi (%)
Tidak Pernah 1 0 0,00
Jarang 2 0 0,00
Sering 3 2 1,98
Selalu 4 99 98,02
Jumlah Data 101 100,00

Gambar 9.
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B

100 INDIKATOR TRANPARANSI BIAYA %392

|
t

80

60

40

20

Jumliah dan Presentase

et

@ Tidak Pernah | Jarang & Sering m Selalu

Pengaditan Negeri Situbonds Kelas I8

14




Laporan Sanvec Penseppoi sfnte Ronupoc

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya
Tambahan ini menunjukkan nilai rata - rata 3,970 dengan nilai konversi
sebesar 99,25 dan termasuk pada kategori “Bersih dari Korupsi”. Hal
ini dapat diartikan bahwa pengguna layanan atau pencari keadilan tidak
dikenakan biaya tambahan untuk memperoleh layanan pada Pengadilan
Negeri Situbondo. Artinya, pengenaan biaya kepada pengguna layanan
atau pencari keadilan selalu sesuai tarif resmi berdasarkan peraturan
yang berlaku.

Tabel 11.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B
pada Indikator Biaya Tambahan

Prosentase
Jawaban Skor | Frekuensi (%)
Tidak Pernah 1 0 0,00
Jarang 2 0 0,00
Sering 3 3 2,97
Selalu 4 98 97,03
Jumlah Data 101 100,00

Gambar 10.
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B
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3.2.6.
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Indikator Hadiah

apapun.

Tabel 12.

dan termasuk pada kategori “Bersih dari Korupsi”.

Kelas IB pada Indikator Hadiah

Prosentase
Jawaban Skor | Frekuensi (%)
Selalu 1 0 0,00
Sering 2 0 0,00
Jarang 3 2 1,98
Tidak Ada 4 99 98,02
Jumlah Data 101 100,00
Gambar 11.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1 B

INDIKATOR HADIAH

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah

ini menunjukkan nilai rata-rata 3,980 dengan nilai konversi sebesar 99,5

Hal ini dapat

diartikan bahwa dalam memberikan pelayanan, Pengadilan Negeri

Situbondo bersih dari gratifikasi dan pemberian hadiah dalam bentuk

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo

98,02

m Selalu
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3.2.7. Indikator Transparansi Biaya
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Transparansi Biaya ini menunjukkan nilai rata-rata 4.00 dengan nilai
konversi sebesar 100 dan termasuk pada kategori “Bersih dari
Korupsi”. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan biaya pelayanan
telah dilakukan secara transparan oleh petugas layanan pada Pengadilan

Negeri Situbondo sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 13.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1 B
pada Indikator Tranparansi Biaya

Prosentase
Jawaban Skor | Frekuensi (%)
Tidak Pernah 1 0 0,00
Jarang 2 0 0,00
Sering 3 0 0,00
Selalu 4 101 100,00
Jumlah Data 101 100,00

Gambar 12.
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B
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3.2.8. Indikator Percaloan
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Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Percaloan ini menunjukkan nilai rata-rata 3.980dengan nilai konversi
sebesar 99.5 dan termasuk pada kategori “Bersih dari Korupsi”. Hal
ini dapat diartikan bahwa pada Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari

praktik percaloan.

Tabel 14.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo
Kelas 1 B pada Indikator Percaloan

Prosentase
Jawaban Skor | Frekuensi (%)
Selalu 1 0 0,00
Sering 2 0 0,00
Jarang 3 2 1,98
Tidak Ada 4 99 98,02
Jumlah Data 101 100,00

Gambar 13.
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B
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3.2.9. Indikator Perbuatan Curang
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan
Curang ini menunjukkan nilai rata - rata 3.949 dengan nilai konversi
sebesar 99.72 dan termasuk pada kategori “Bersih dari Korupsi”. Hal
ini dapat diartikan bahwa pada Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari
perbuatan curang.

Tabel 15.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B
pada Indikator Percaloan

Prosentase
Jawaban Skor | Frekuensi (%)
Selalu 1 0 0,00
Sering 2 0 0,00
Jarang 3 1 0,99
Tidak Ada 4 100 99,01
Jumlah Data 101 100,00

Gambar 14.
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B
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3.2.10.

Jumlah dan Presentase

Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi
Rahasia ini menunjukkan nilai rata-rata 3,990 dengan nilai konversi
sebesar 100 dan termasuk pada kategori “Bersih dari Korupsi”. Dapat
disimpulkan bahwa pada Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari
praktik transaksi rahasia seperti pengurusan perkara melalui Hakim/

Panitera/ Staf pengadilan di luar persidangan.

Tabel 16.
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas
IB pada Indikator Transaksi Rahasia

Prosentase
Jawaban Skor | Frekuensi (%)
Selalu 1 0 0,00
Sering 2 0 0,00
Jarang 3 1 0,99
Tidak Ada 4 100 99,01
Jumlah Data 101 100,00
Gambar 15.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B
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3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Survei Persepsi Anti Korupsi
(SPAK) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB sebesar 3,97
dengan nilai interval konversi Indeks Persepsi anti korupsi berada pada angka
99,28 % termasuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI
KORUPSIL

Tabel 17.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B

No. Indikator Nilai Kategori Peringkat
1 Manipulasi Peraturan 3,911 | Bersih dari Korupsi 10
2 Penyalahgunaan Jabatan | 3,990 | Bersih dari Korupsi 2
3 Menjual Pengaruh 3,921 | Bersih dari Korupsi 9
4 | Transaksi Biaya 3,980 | Bersih dari Korupsi 5
5 Biaya Tambahan 3,970 | Bersih dari Korupsi 8
6 Hadiah 3,980 | Bersih dari Korupsi 6
7 Transparansi Biaya 4,00 | Bersih dari Korupsi 1
8 Percaloan 3,980 | Bersih dari Korupsi 7
9 | Perbuatan Curang 3,980 | Bersih dari Korupsi 3
10 | Transaksi Rahasia 3,990 | Bersih dari Korupsi 4

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang
dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya
untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB.

Pengadilan Negeri Sctubonde Relas 78
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BAB 1V

PENUTUP
4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap Persepsi Anti korupsi yang telah
dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B diperoleh

sebagai berikut :

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

... DFPENGADH AN NEGERISITUBONDO -
JI. PB. Sudirman No. 97 Situbondo

NILAI REPONDEN
Jumlah : 101 Orang

Jenis Kelamin  : L =79 Orang /P = 22 Orang

3 ,9 7 Pendidikan

(IPK) SD = 1 orang

(BERSIH DARI KORUPSI)
SMP/SLTP = 1 orang
SMA/SLTA = 32 orang
Diploma 1 = 0 orang
Diploma 2 = 0 orang

99,28 % |

’ Diploma3 = 3 orang
(PERSENTASE) Strata 1 = 55 orang
(BERSIH DARI KORUPSI)  g41qta 2 ~  7orang
Strata 3 = 2 orang

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-

masing memiliki indeks sebagai berikut:

No. Indikator Nilai Kategori Peringkat
1 Manipulasi Peraturan 3,911 | Bersih dari Korupsi 10
2 Penyalahgunaan Jabatan | 3,990 | Bersih dari Korupsi 2
3 Menjual Pengaruh 3,921 | Bersih dari Korupsi 9
4 | Transaksi Biaya 3,980 | Bersih dari Korupsi 5
5 Biaya Tambahan 3,970 | Bersih dari Korupsi 8
6 Hadiah 3,980 | Bersih dari Korupsi 6
7 | Transparansi Biaya 4,00 | Bersih dari Korupsi 1
8 Percaloan 3,980 | Bersih dari Korupsi 7
9 Perbuatan Curang 3,980 | Bersih dari Korupsi 3
10 | Transaksi Rahasia 3,990 | Bersih dari Korupsi 4

Pengadilan Negeri Sctubonde Kelas I8
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4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap
pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB tersebut di
atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks bersih dari
korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa
manipulasi biaya, menjual pengaruh, dan biaya tambahan paling rendah diantara
indikator lainnya.

Oleh sebab itu dihimbau kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai
di Pengadilan Negeri Situbondo, hendaknya meningkatkan kualitas/mutu

pelayanan secara menyeluruh, khususnya pada 3 indikator terendah di atas.

Pengadilan Negeri Sctubondo Relas 78
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gﬂmmjgom_\ﬁ_ JF PERSEFS] A : Beranda  SPAK  Det

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesicner untuk survey bagi penggunalayanan / pencari keadifan yang mengacu pads 2ona integritas dalam pelayanan Pengadilan

Layanan Form Kuesioner Kesan & pesan

Data Responden SPAK

Nama

Umur / Jenis Kelamin * Pl Je v
Nomor HP +62

P Wilayal v

Pendidikan * P 3 v

Pekerjaan * Piih Pekerjgsar -
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& Dashboard survey seasersi anikorus Bl

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagl penaguna layanan / pencari keatilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan X

o Data Responden Form Kuesioner Kesan & pesan
Layanan yang Anda dapatkan
Jenis Layanan * P ana ng Didapat v
Pernah Menerima Layanan ini Sebelumnya ? * Silih Layanan Yang D v

XQBUD: E
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o Drata Responden o Layanan 3 Form Koestoner

T frctan kundionae B

St i 4 Sl Rl Louiiant

1 Apskah palayanan olet petugas of Pengadilan sesual prosedur dan ketentuan yang benaky?
Tidak Sesua Prosedur
Jarang Sesuai Prosedur
Sering Sesuai Prosedur
Selalu Sesuai Prosedur

2 Apavah deiam mempersien iayanan Pengacian secera cepat dan mudsn ada penyalzhgunaan jabatan dari petugas urtuk meminta imbaian tertenty ?
Petugas melayani selaly meminta imbalan
Petugas melayani sering inta imbal
Petugas melayani tanpa meminta imbalan

Pemahiah dinubung: olen sesecrang | karyawan Pengadilan | yang akan membantu dalam pengurusen surat / beckas perkara ?
Sefalu
Sering
Jarang
Tidak Ada
4 Apakah selaly muda dalam mendapatian informasi tentang tanf/biays batk melalu: website ataupun petugas layanan o Pengaditan ?
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Sedalu

5 kpaah o Pergadian selaiu membayar sesuai tanf resr tanpa aca buaye amoshan’
Tidak Pernah

Jarang

Sening

Selaiv

Apakah mamberikan tanda terima kash atas layanan yang dtenma &i Pengadiian | meskipun tidak diminta ) ?
Selaly
Sering
Jarang
Tidak Ada
2oakah menenima bkt wansaksi keusngan / pembayaran yang s2h setelah proses pembayaran di Pengaditan dilakuken
Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selaly
8 Spaksh pemEn mengetanyi ada prakiex pernsloan dalam pengurusan iayanan di Pengadian 7
Sefalu
Sesing
Jarang
Tidak Ada

§ Apakah pernah mefinat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
Selaly

Senng

Jarang

Tidak Ada

18 Apakah pemah mengurus perkara melaiul Hakim / Pantara / Staff Pengadiian diluar persidangen ?
Selatu

Sering

Jarang

Tidak Ada
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